BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:
1. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pariaman dalam
menertibkan pengamen.

Peranan Anggota Satpol PP Kota Pariaman pada saat mengatasi dan
melakukan penertiban pelanggaran yang dilakukan oleh pengamen yaitu
dengan cara melakukan tindakan secara preventif dan represif. Tindakan
secara preventif yang dimaksud yaitu tindakan yang dilakukan demi untuk
mencegah supaya tidak terjadinya pelanggaran pengamen tersebut.
Sedangkan tindakan secara represif berupa tindak lanjut setelah terjadi
pelanggaran ini melibatkan proses hukum.

2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Satpol PP Kota Pariaman dalam
menertibkan pengamen.

Satuan Polisi Pamong Praja pada saat melakukan penertibkan
pengamen mempunyai beberapa hambatan atau kendala saat menjalankan
tugasnya yaitu:

a. Faktor Internal
Faktor internal adalah faktor yang bersumber dari Satpol PP Kota
Pariaman itu sendiri, faktor yang dimaksud seperti:
1) Keterbatasan Sarana dan Prasarana
2) Keterbatasan Jumlah Anggota Satpol PP

3) Bocornya Razia ke Masyarakat
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b. Faktor Eksternal
Faktor eksternal adalah faktor yang bersumber dari luar
Satpol PP, faktor yang dimaksud seperti:
1) Kurangnya kesadaran hukum masyarakat

2) Faktor ekonomi masyarakat

B. Saran

1. Saran kepada Satpol PP Kota Pariaman sebagai penegak hukum supaya
kedepannya lebih tegas dan bijaksana saat melakukan penertiban pengamen
ini lantaran dengan adanya ketegasan para anggota Satpol PP ini mampu
menciptakan warga lebih patuh terhadap aturan yang ada, maka tidak
adanya lagi pelanggaran yang dilakukan oleh pengamen. Dan perlunya juga
untuk menambah anggota Satpol PP Kota Pariaman agar tidak ada lagi
kendala saat menjalankan penertiban.

2. Saran kepada Pemerintah Kota Pariaman untuk menyediakan atau
menambah sarana dan prasarana yang lebih memadai yaitu fasilitas
kendaraan patroli untuk Satpol PP, guna untuk melakukan penertiban secara
optimal. Dan pemerintah diharapkan agar dapat memutus rantai kemiskinan
yang dihadapi masyarakat.

3. Saran kepada orang tua atau wali pengamen penulis menyarankan untuk
memberikan kasih sayang, kedamaian, dan penerimaan diri. Kepada orang
tua pengamen jalanan agar anak-anaknya tidak menjadi tulang punggung
atau pencari nafkah utama keluarga. Hal ini memungkinkan bahwa orang
tua untuk memberikan hak yang sama seperti anak lainnya. Bagi para orang

tua yang memberikan bimbingan yang lebih baik kepada anaknya untuk
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belajar dengan baik dan melanjutkan ke bangku SMA agar nantinya dapat
meningkatkan perekonomian keluarga dan meningkatkan taraf hidup
keluargannya dari hiruk pikuk perekonomian.

. Saran kepada masyarakat Kota Pariaman agar menjaga ketentraman dan
ketertiban umum agar terciptanya lingkungan yang nyaman dan damai

sehingga tidak terjadinya lagi pelanggaran.
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